Jurnal Hukum dan Kesejahteraan

https://ejurnals.com/ojs/index.php/jhk Vol 6, No 1, Januari 2025

PROSPEK DAN TANTANGAN E-COUNTING DALAM PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI INDONESIA
Rosi Hasibara!, A. Maulana?, Boya Bimantara®, Arif Maulana®
12341nstitut Pemerintahan Dalam Negeri

rosihasibara@gmail.com?, ahmmadmaulana841@gmail.com?, boya.bimantara@gmail.com?,

arifmaulana0271@gmail.com*

Abstrak

Sistem e-voting berbasis blockchain telah muncul sebagai solusi potensial dalam meningkatkan
integritas, keamanan, dan transparansi dalam pemilu. Teknologi blockchain, dengan sifat
desentralisasi dan keamanannya yang tinggi, menawarkan kemungkinan untuk mencatat setiap
suara dalam ledger terdesentralisasi yang tidak dapat diubah, mengurangi potensi kecurangan
dan manipulasi data dalam pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan
sistem e-voting berbasis blockchain dalam konteks pemilu di Indonesia, dengan fokus pada
keamanan, transparansi, tantangan infrastruktur, regulasi, serta dampak sosialisasi kepada
masyarakat. Berdasarkan analisis dari berbagai penelitian, ditemukan bahwa meskipun
blockchain menawarkan banyak keuntungan, implementasinya membutuhkan kesiapan
infrastruktur yang memadai, pengembangan regulasi yang jelas, serta pendidikan kepada
masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap sistem ini. Selain itu,
perlu adanya uji coba atau pilot project sebelum penerapan sistem secara penuh untuk
memastikan kelancaran operasional. Penelitian ini menyarankan agar KPU bekerja sama
dengan pihak ketiga yang berkompeten di awal implementasi, sementara dalam jangka panjang
diharapkan KPU dapat mengelola sistem secara mandiri. Dengan perhatian terhadap faktor-
faktor tersebut, implementasi sistem e-voting berbasis blockchain dapat meningkatkan kualitas
dan transparansi pemilu di Indonesia, sekaligus menciptakan pemilu yang lebih aman dan
akuntabel.

Kata Kunci: E-Voting, Blockchain, Keamanan.

Abstract

Blockchain-based e-voting systems have emerged as a potential solution to improve integrity,
security, and transparency in elections. Blockchain technology, with its decentralized and
highly secure nature, offers the possibility of recording every vote in an immutable
decentralized ledger, reducing the potential for fraud and data manipulation in elections. This
study aims to explore the application of blockchain-based e-voting systems in the context of
elections in Indonesia, focusing on security, transparency, infrastructure challenges,
regulations, and the impact of socialization to the community. Based on the analysis of various
studies, it was found that although blockchain offers many advantages, its implementation
requires adequate infrastructure readiness, development of clear regulations, and education
to the community to increase understanding and trust in this system. In addition, there needs
to be a trial or pilot project before the full implementation of the system to ensure smooth
operations. This study suggests that the KPU collaborate with a competent third party at the
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beginning of implementation, while in the long term it is expected that the KPU can manage
the system independently. With attention to these factors, the implementation of a blockchain-
based e-voting system can improve the quality and transparency of elections in Indonesia,
while creating safer and more accountable elections.

Keywords: E-Voting, Blockchain, Security.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wujud nyata dari praktik demokrasi di Indonesia,
menjadi sarana penting bagi rakyat untuk menyalurkan hak politiknya dalam menentukan arah
kepemimpinan dan kebijakan negara. Sebagai negara dengan populasi besar dan wilayah yang
luas, pelaksanaan Pemilu di Indonesia sering kali menghadapi berbagai tantangan logistik,
teknis, dan administratif yang kompleks. Sejak era reformasi 1998, upaya untuk meningkatkan
kualitas Pemilu terus dilakukan, baik melalui reformasi regulasi maupun penerapan teknologi
informasi dan komunikasi. Salah satu inovasi teknologi yang kini menjadi perhatian adalah
penerapan sistem e-counting, yakni metode penghitungan suara secara elektronik. Sistem ini
digadang-gadang mampu menjawab berbagai permasalahan klasik dalam Pemilu, seperti
potensi kecurangan, waktu perhitungan yang lama, dan kesalahan manusia dalam rekapitulasi
suara. Dengan e-counting, hasil Pemilu dapat diperoleh lebih cepat dan dengan tingkat akurasi
yang lebih tinggi dibandingkan metode manual. Selain itu, transparansi menjadi salah satu
keunggulan utama karena prosesnya dapat diawasi dan diaudit secara digital, sehingga
mengurangi ruang bagi manipulasi data. Meskipun demikian, penerapan e-counting juga
menghadapi tantangan besar, termasuk kesiapan infrastruktur teknologi, keamanan sistem dari
ancaman peretasan, serta kesiapan sumber daya manusia yang akan mengoperasikan teknologi
ini. Beberapa pengalaman internasional menunjukkan bahwa keberhasilan sistem e-counting
sangat bergantung pada tingkat literasi digital masyarakat, keandalan teknologi, serta
kepercayaan publik terhadap sistem tersebut.

Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia merupakan salah satu proses demokrasi terbesar
di dunia, melibatkan ratusan juta pemilihdi seluruh penjuru negeri. Dalam Pemilu 2019, data
dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat bahwa lebih dari 190 juta pemilih tersebar di
34 provinsi dan ribuan kecamatan turut berpartisipasi. Besarnya skala ini menghadirkan
tantangan logistik yang sangat kompleks, khususnya dalam proses penghitungan suara secara
manual. Proses manual, meskipun telah menjadi praktik tradisional, terbukti memiliki banyak
kelemahan, seperti rentan terhadap kesalahan manusia dalam pencatatan dan rekapitulasi suara,
serta risiko manipulasi yang dapat mencederai integritas Pemilu. Selain itu, proses ini
memerlukan waktu yang sangat lama. Sebagai contoh, pada Pemilu 2019, rekapitulasi suara
membutuhkan hampir satu bulan untuk diselesaikan. Proses yang panjang ini tidak hanya
menunda pengumuman hasil resmi, tetapi juga membuka peluang bagi munculnya sengketa
hukum. Bahkan, Pemilu 2019 mencatat sejumlah kasus yang berujung pada gugatan ke
Mahkamah Konstitusi, memperlihatkan adanya ketidakpuasan dan kecurigaan terhadap hasil
Pemilu. Hal ini menyoroti kebutuhan mendesak akan sistem yang lebih efisien, transparan, dan
akurat. Dengan berbagai tantangan tersebut, banyak pihak mulai mendorong penerapan
teknologi seperti sistem penghitungan suara elektronik (e-counting) untuk mengatasi
permasalahan ini. Namun, implementasi teknologi ini juga memerlukan persiapan matang,
termasuk infrastruktur yang andal, pelatihan sumber daya manusia, serta pengawasan ketat
untuk memastikan proses Pemilu tetap berjalan sesuai prinsip demokrasi yang adil dan jujur.

Implementasi sistem e-counting (penghitungan suara elektronik) di Indonesia memang
mengalami perkembangan yang signifikan, namun masih bersifat bertahap dan belum
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sepenuhnya komprehensif. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik
LIPI, hingga tahun 2022, hanya sekitar 30% dari total Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang
berpotensi menerapkan sistem elektronik untuk penghitungan suara. Angka ini mencerminkan
bahwa sebagian besar TPS di Indonesia masih mengandalkan metode manual dalam proses
penghitungan suara. Salah satu kendala utama yang menghambat penerapan e-counting secara
lebih luas adalah ketimpangan infrastruktur teknologi antar daerah. Beberapa wilayah,
terutama daerah terpencil dan kurang berkembang, masih kesulitan dalam menyediakan
fasilitas teknologi yang memadai, seperti jaringan internet yang stabil dan perangkat keras yang
memadai. Selain itu, ada juga kekhawatiran yang signifikan terkait dengan keamanan data, di
mana penyimpanan dan pengolahan data suara secara elektronik dapat rentan terhadap
ancaman peretasan dan manipulasi. Keamanan menjadi isu yang sangat sensitif karena
berkaitan langsung dengan integritas Pemilu yang harus dijaga kepercayaannya oleh publik.
Tak kalah penting, resistensi dari sejumlah pemangku kepentingan politik juga menjadi
tantangan besar. Beberapa kalangan merasa khawatir dengan potensi penyalahgunaan
teknologi yang dapat mengubah hasil Pemilu secara tidak sah, sementara sebagian lainnya
khawatir bahwa e-counting dapat mengurangi pengaruh mereka dalam proses manual yang
lebih dapat dikendalikan. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa meskipun ada potensi besar
untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi melalui teknologi, implementasi e-counting
memerlukan perhatian khusus pada berbagai aspek, mulai dari pemerataan infrastruktur,
penguatan sistem keamanan, hingga edukasi dan komunikasi dengan berbagai pihak yang
terlibat dalam proses Pemilu.

Kompleksitas implementasi sistem e-counting di Indonesia tidak hanya terletak pada
aspek teknis dan infrastruktur, tetapi juga melibatkan dimensi sosial -politik yang sangat rumit.
Penelitian yang dilakukan oleh Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Indonesia pada tahun
2021 mengungkapkan bahwa kepercayaan publik terhadap penggunaan teknologi dalam
penghitungan suara masih sangat rendah. Sekitar 52% responden dalam penelitian tersebut
memilih untuk tetap menggunakan metode manual, karena mereka menganggap bahwa proses
manual lebih transparan dan dapat diawasi secara langsung oleh masyarakat. Fenomena ini
mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi manipulasi dan ketidaktransparanan
dalam penggunaan teknologi, meskipun sistem e-counting dirancang untuk meningkatkan
efisiensi dan akurasi. Di samping itu, ketidakpastian tentang kemampuan pemerintah dalam
menjaga kerahasiaan dan keamanan data dalam sistem elektronik menambah ketidakpercayaan
terhadap penerapan teknologi ini. Dalam konteks global, Indonesia bukanlah negara pertama
yang mencoba mengimplementasikan sistem e-counting. Negara-negara seperti Brasil dan
Estonia telah lebih dulu mengeksplorasi teknologi serupa, dengan tingkat keberhasilan yang
bervariasi. Misalnya, Estonia yang telah mengembangkan sistem pemilu elektronik sejak 2005,
berhasil menerapkan sistem ini secara menyeluruh dengan tingkat partisipasi yang tinggi dan
kepercayaan masyarakat yang kuat. Sementara itu, Brasil telah mencoba mengadopsi sistem
penghitungan suara elektronik sejak 1996, dan meskipun berhasil mengurangi waktu
penghitungan suara, negara ini juga menghadapi tantangan terkait dengan keraguan publik dan
keamanan data. Namun, meskipun beberapa negara telah sukses, Indonesia menghadapi
tantangan yang berbeda karena keunikan konteks demografis dan geografisnya. Dengan lebih
dari 190 juta pemilih yang tersebar di ribuan pulau dan wilayah yang sangat bervariasi dalam
hal infrastruktur dan akses terhadap teknologi, implementasi e-counting di Indonesia
memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan memperhatikan keberagaman kondisi daerah.
Hal ini menuntut kebijakan yang sensitif terhadap perbedaan lokal, serta penguatan kapasitas
dan kesiapan sistem teknologi di setiap daerah agar penerapan e-counting dapat berjalan
efektif. Oleh karena itu, meskipun teknologi menawarkan potensi besar untuk
menyederhanakan dan mempercepat proses pemilu, tantangan dalam penerapannya di
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Indonesia tidak bisa dianggap remeh, baik dari segi sosial-politik, teknis, maupun adaptasi
terhadap kondisi lokal.

LANDASAN TEORI
Konsep E-Counting

E-counting adalah sistem penghitungan suara secara elektronik yang digunakan dalam
pemilihan umum (Pemilu) untuk menggantikan metode manual dalam proses perhitungan
suara. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk merekam,
menghitung, dan menyajikan hasil suara dengan cara yang lebih efisien, akurat, dan transparan.
Dalam implementasinya, e-counting memungkinkan proses penghitungan suara dilakukan
secara digital, yang kemudian akan langsung terhubung ke sistem pusat untuk dilakukan
rekapitulasi hasil secara real-time. Keuntungan utama dari sistem ini adalah kemampuannya
untuk mengurangi potensi kesalahan manusia, mempercepat proses perhitungan suara, dan
meningkatkan transparansi hasil Pemilu. Menurut Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, seorang ahli
tata kelola pemerintahan dari Universitas Padjadjaran, e-counting dapat memberikan
kemudahan dalam mempercepat proses perhitungan suara serta meningkatkan akurasi data
yang disampaikan kepada publik. E-counting juga mengurangi biaya logistik yang diperlukan
untuk mendistribusikan kertas suara dan mengumpulkan hasil suara dari berbagai Tempat
Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di wilayah yang luas. Namun, meskipun memiliki
banyak manfaat, implementasi e-counting juga menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi
teknis maupun sosial-politik. Menurut Dr. Parman Sulaeman, seorang pakar politik dari
Universitas Indonesia, keberhasilan e-counting sangat bergantung pada infrastruktur teknologi
yang memadai serta dukungan dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, penyelenggara
Pemilu, dan masyarakat. E-counting juga membutuhkan sistem yang sangat aman untuk
melindungi data pemilih dan hasil suara agar tidak terjadi manipulasi. Selain itu, rendahnya
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem elektronik di Indonesia menjadi tantangan
tersendiri, sebagaimana yang diungkapkan oleh peneliti dari LIPI, yang mencatat bahwa
banyak masyarakat yang masih meragukan integritas dan transparansi sistem e-counting. Oleh
karena itu, meskipun e-counting menawarkan berbagai keuntungan dalam mempercepat dan
mempermudah proses perhitungan suara, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati
dengan memperhatikan kesiapan infrastruktur, keamanan data, serta upaya untuk
meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem elektronik dalam Pemilu.

Pemilihan Umum

Pemilu, atau Pemilihan Umum, adalah proses demokratis di manawarga negara memilih
wakil-wakil mereka dalam pemerintahan melalui mekanisme suara untuk menentukan
kebijakan atau pejabat publik. Pemilu merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan
demokratis, yang memberikan legitimasi kepada pemegang kekuasaan dan menjamin
partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Menurut Samuel P. Huntington, dalam
bukunya "The Third Wave: Democratization in the Late 20th Century,” Pemilu adalah
instrumen vital dalam transisi menuju demokrasi, karena memungkinkan warga negara untuk
memilih pemimpin secara langsung dan mengontrol jalannya pemerintahan melalui sistem
perwakilan. Di Indonesia, Pemilu diadakan untuk memilih anggota legislatif, presiden, serta
kepala daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai regulasi lainnya.
Proses Pemilu di Indonesia melibatkan pemilih yang memiliki hak suara, penyelenggara
Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta pihak yang bertanggung jawab atas
keamanan dan keabsahan proses tersebut. Menurut M. Qodari, seorang ahli politik Indonesia,
Pemilu di Indonesia adalah mekanisme untuk menciptakan perubahan politik dan sosial yang
mendasar, yang harus diwarnai dengan prinsip-prinsip transparansi, keadilan, dan kesetaraan.
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Selain itu, pemilu juga harus bebas dari kecurangan dan manipulasi yang dapat merusak
kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Pemilu, menurut David Held dalam bukunya
"Democracy and the Global Order," tidak hanya sekadar sarana untuk memilih pejabat, tetapi
juga merupakan cerminan dari proses dialog antara negara dan rakyat. Oleh karena itu, Pemilu
harus dilaksanakan dengan integritas tinggi, menjaga hak-hak pemilih, dan melibatkan
berbagai elemen masyarakat untuk memastikan proses yang demokratis dan adil. Dalam
konteks Indonesia, Pemilu juga menghadapi tantangan besar, seperti keberagaman sosial,
politik, dan budaya, yang memerlukan pendekatan yang inklusif dan adaptif untuk menciptakan
sistem yang efektif, transparan, dan partisipatif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah studi literatur. Studi literatur
merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan
menelaah informasi atau data yang berasal dari sumber-sumber sekunder, seperti buku, artikel
jurnal, laporan penelitian, dokumen resmi, dan referensi lainnya yang relevan dengan topik
penelitian. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam
tentang topik yang diteliti berdasarkan kajian pustaka yang telah ada, serta untuk menemukan
teori-teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik tersebut. Dalam
konteks penelitian ini, studi literatur digunakan untuk menggali berbagai perspektif terkait
Pemilu, implementasi sistem e-counting, serta tantangan dan peluang yang ada dalam
penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Penulis mengumpulkan informasi dari berbagai sumber
yang membahas topik-topik tersebut, baik dari literatur dalam negeri maupun luar negeri, untuk
memberikan analisis yang komprehensif dan memperkaya pemahaman tentang penerapan
sistem e-counting dalam Pemilu Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Hilyatul Asfia dalam "Peran E-Voting Dalam
Mendobrak Batasan Tradisional Sebagai Upaya Menyongsong Pemilu Modern" menunjukkan
bahwa penerapan sistem Electronic Voting (E-Voting) di Indonesia dapat menjadi langkah
signifikan menuju modernisasi sistem pemilu negara ini. Penelitian ini mengungkapkan bahwa
e-voting telah diterapkan dengan sukses di beberapa negara seperti Brasil, India, Swiss, dan
Australia, yang memberikan respon positif dari masyarakat. Indonesia, dengan karakteristik
masyarakat dan kondisi wilayah yang beragam, dapat memilih metode e-voting yang paling
sesuai dengan kebutuhan lokal.

Menurut hasil penelitian, e-voting sudah sesuai dengan kerangka hukum Indonesia,
termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
serta ketentuan dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan putusan Mahkamah
Konstitusi No. 147/PUU-VI1I/2009. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan
socio-legal dengan analisis kualitatif dan kuantitatif. Evaluasi kinerja peraturan dilakukan
secara substansial dengan mengukur kesesuaian dan implementasi regulasi terkait e-voting.
Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan e-
voting, seperti meningkatkan efisiensi dan kecepatan perhitungan suara, mengurangi kesalahan
manusia, menghemat waktu dan sumber daya, serta meningkatkan partisipasi dan transparansi
dalam proses pemilu.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa penerapan e-voting dapat
meningkatkan akurasi, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan partisipasi pemilih,
terutama karena e-voting dapat diakses dengan mudah dan aman. Keuntungan lainnya
termasuk kemudahan dalam penghitungan suara yang lebih cepat, akurat, dan mengurangi
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risiko pemalsuan suara. Sistem ini juga dapat mengurangi kelelahan petugas TPS yang
biasanya melakukan pekerjaan manual yang berat, seperti mempersiapkan tempat pemungutan
suara, memverifikasi identitas pemilih, dan menghitung suara. Dalam penelitian tersebut, juga
diungkapkan bahwa e-voting dapat mengurangi biaya yang ditanggung oleh penyelenggara
pemilu, dengan penghematan hingga 50% pada Pilkada berdasarkan laporan BPPT. Secara
keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa e-voting berpotensi besar untuk mendobrak
batasan tradisional dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia dan mengarah pada sistem
pemilu yang lebih modern, efisien, dan transparan.

Penelitian yang berjudul "Toward Effective Electoral Affairs: The Implementation of E-
Voting in the Village Chief Executive Election 2021" ini bertujuan untuk mengevaluasi
efektivitas pemilihan Kepala Eksekutif Desa di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, yang awalnya dilaksanakan secara konvensional, kemudian beralih menggunakan
sistem e-voting. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang diperoleh
dari riset sebelumnya seperti buku, jurnal, dan artikel. Untuk mengukur efektivitas e-voting,
peneliti menggunakan teori efektivitas dari Duncan, yang memiliki tiga indikator utama:
pencapaian tujuan (Goal Achievement), integrasi (Integration), dan adaptasi (Adaptation).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Sleman merasa lebih mudah
dalam melaksanakan pemilihan melalui sistem e-voting, yang tercermin dengan persentase
50,00% pada kemudahan dalam menggunakan sistem ini. Peningkatan hak pilih juga teramati,
dengan partisipasi masyarakat meningkat dari 73,9% pada tahun 2020 menjadi 76,36% pada
tahun 2021. Hal ini seiring dengan intensifikasi sosialisasi tentang e-voting yang dilakukan
oleh pemerintah Kabupaten Sleman, yang terbukti efektif melalui pendekatan langsung,
dengan persentase 61,00%, diikuti dengan penggunaan media online (26,00%), papan reklame
(7,00%), dan Focus Group Discussion (FGD) (3,00%).

Dalam indikator kedua, yaitu integrasi, penelitian ini menunjukkan bahwa upaya
sosialisasi melalui berbagai media memiliki peran penting dalam keberhasilanimplementasi e-
voting. Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk
dengan tujuh universitas di Indonesia, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai
e-voting. Media sosial dan platform online seperti kanal YouTube Sleman TV digunakan untuk
memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.

Indikator ketiga, adaptasi, menunjukkan bahwa masyarakat Sleman mampu beradaptasi
dengan perubahan dari pemilihan konvensional menuju sistem e-voting. Proses adaptasi ini
difasilitasi oleh sosialisasi yang masif dari pemerintah daerah, yang melibatkan berbagai
elemen masyarakat, termasuk lembaga-lembaga pendidikan dan aparat pemerintahan seperti
TNI. Keberhasilan dalam beralih ke sistem digital ini juga menunjukkan bahwa masyarakat
memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi yang terjadi.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengungkapkan bahwa e-voting telah berhasil
diterapkan di Kabupaten Sleman dengan hasil yang positif. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh
kemudahan dalam penggunaan sistem, peningkatan partisipasi pemilih, sosialisasi yang efektif,
dan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan sistem digital. Dengan demikian, sistem
e-voting tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pemilihan kepala desa, tetapi juga
memperkuat integrasi sosial dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Selanjutnya penelitian dari Magasky Rivano (2024), Penelitian ini membahas
implementasi sistem e-voting berbasis blockchain dalam pemilu untuk menciptakan demokrasi
yang lebih inklusif dan aman. Pemilu sering kali terhambat oleh berbagai masalah, seperti
keterlambatan dalam distribusi surat suara, kesalahan administrasi, serta proses perhitungan
dan pengiriman hasil yang memakan waktu. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitianini
mengusulkan penggunaan teknologi blockchain dalam sistem pemilu berbasis e-voting.
Teknologi blockchain menawarkan keamanan yang tinggi karena data yang tercatat dalam
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sistem terdesentralisasi dan tidak dapat diubah tanpa mempengaruhi blok-blok berikutnya.
Keunggulan lainnya adalah pencegahan kecurangan dalam pemilu karena setiap transaksi atau
suara yang diberikan tercatat secara permanen dan aman.

Penelitian ini menyarankan agar KPU (Komisi Pemilihan Umum) melakukan evaluasi
kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di daerah sebelum menerapkan sistem e-
voting berbasis blockchain. Langkah-langkah yang disarankan meliputi pengembangan
regulasi yang sistematis, pelatihan kepada penyelenggara pemilu, serta sosialisasi kepada
masyarakat untuk memastikan pemahaman tentang sistem ini. Sebelum pelaksanaan yang lebih
luas, dilakukan uji coba (pilot project) untuk menguji efektivitas dan kesiapan sistem ini.
Dalam jangka pendek, KPU disarankan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga yang sudah
berpengalaman dalam teknologi blockchain untuk memfasilitasi implementasi e-voting,
sementara dalam jangka panjang, KPU dapat mengembangkan sistem ini secara mandiri.

Sistem e-voting berbasis blockchain memiliki potensi besar dalam menciptakan pemilu
yang lebih efisien, transparan, dan aman, yang pada gilirannya akan memperkuat demokrasi di
Indonesia. Dengan keamanan yang dijamin oleh teknologi blockchain, diharapkan dapat
mengurangi masalah-masalah yang sering muncul dalam pemilu konvensional, seperti
manipulasi suara dan ketidakakuratan dalam penghitungan hasil. Namun, penerapan teknologi
ini harus dilakukan secara hati-hati, mengingat tantangan teknis, sumber daya yang dibutuhkan,
dan kesiapan masyarakat dalam beradaptasi dengan sistem baru ini.

Pembahasan
Keamanan dan Keandalan Sistem E-Voting Berbasis Blockchain

Keamanan dan keandalan sistem e-voting berbasis blockchain menjadi salah satu aspek
yang sangat krusial dalam memastikan keberhasilan penerapan teknologi ini dalam pemilu.
Berdasarkan penelitian-penelitian terkait, sistem blockchain menawarkan berbagai keunggulan
yang dapat memperbaiki dan memperkuat integritas pemilu dengan mengatasi masalah-
masalah yang sering muncul dalam sistem pemilu tradisional, seperti kecurangan, manipulasi
suara, dan kebocoran data. Salah satu fitur utama dari blockchain adalah sifatnya yang
terdesentralisasi, di mana data atau transaksi tidak bergantung pada satu pusat kontrol,
melainkan tersebar di banyak node yang saling terhubung dalam jaringan. Setiap suara yang
diberikan oleh pemilih akan dicatat dalam sebuah blok data yang terhubung satu sama lain
membentuk rantai (blockchain). Hal ini menjadikan setiap perubahan atau manipulasi data
dalam satu blok akan berdampak pada seluruh blok berikutnya, sehingga sangat mudah
terdeteksi dan tidak bisa diubah begitu saja.

Keamanan dalam blockchain juga diperkuat dengan menggunakan teknologi kriptografi
yang canggih, di mana setiap transaksi atau suara dienkripsi sebelum disimpan di dalam
blockchain. Setiap transaksi memiliki timestamp yang berfungsi untuk mengunci data tersebut,
menjadikannya permanen dan tidak dapat diubah setelah tercatat. Keandalan sistem ini juga
dapat dilihat dari sifatnyayang transparan, di mana setiap pemilih dan pihak yang berwenang
dapat memverifikasi data suara yang tercatat tanpa khawatir ada manipulasi atau perubahan
yang tidak sah. Oleh karena itu, pemilu yang menggunakan sistem blockchain diyakini dapat
mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan yang sering ditemukan dalam pemilu
berbasis kertas atau mekanisme digital lainnya yang lebih terpusat. Penelitian pertama
menegaskan bahwa penggunaan blockchain dalam pemilu dapat meminimalisir potensi
kecurangan, karena setiap suara yang diberikan akan tercatat dengan jelas dan tidak dapat
dipalsukan. Keamanan dan keandalan ini sangat penting untuk membangun kepercayaan publik
terhadap hasil pemilu dan untuk memastikan bahwa hak suara pemilih dilindungi dengan baik.

Selain itu, blockchain juga menawarkan tingkat akurasi yang lebih tinggi dalam
pencatatan suara dibandingkan dengan sistem konvensional. Dalam sistem tradisional, terdapat
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banyak kemungkinan terjadinya kesalahan manusia, seperti kesalahan dalam pencatatan suara
atau perhitungan suara secara manual yang bisa menimbulkan keraguan terhadap hasil pemilu.
Dengan blockchain, setiap langkah dalam proses penghitungan suara dilakukan secara otomatis
dan tercatat dalam sistem yang terjamin keamanannya. Penelitian pertama juga mencatat
bahwa blockchain dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menghitung suara dan
mengirimkan hasilnya, karena proses penghitungan dilakukan secara elektronik dan
terdesentralisasi. Hal ini mengarah pada efisiensi yang lebih besar dan mengurangi potensi
kesalahan atau keterlambatan yang biasa terjadi pada sistem penghitungan suara tradisional.
Dengan kata lain, blockchain tidak hanya meningkatkan keamanan tetapi juga meningkatkan
efisiensi dan keandalan dalam pelaksanaan pemilu.

Dengan berbagai keuntungan yang ditawarkan oleh blockchain, sistem ini menjanjikan
sebuah perubahan besar dalam cara pemilu dilakukan, menjadikannya lebih aman, efisien, dan
transparan. Mengingat pentingnya kejujuran dalam penghitungan suara dan perlindungan
terhadap hak pemilih, teknologi blockchain mampu memberikan solusi yang lebih baik
dibandingkan dengan sistem yang ada saat ini. Sistem e-voting berbasis blockchain akan
mengurangi masalah yang sering terjadi dalam pemilu tradisional, seperti manipulasi suara,
kebocoran data, atau kesalahan manusia yang bisa mempengaruhi hasil akhir. Oleh karena itu,
penerapan teknologi blockchain dalam pemilu di masa depan dapat menjadi langkah signifikan
dalam menciptakan proses demokrasi yang lebih aman dan lebih dapat dipercaya oleh semua
pihak yang terlibat.

Peningkatan Transparansi dalam Proses Pemilu

Transparansi dalam proses pemilu merupakan salah satu aspek penting yang dapat
menentukan sejauh mana masyarakat mempercayai sistem pemilihan yang dijalankan. Dalam
sistem pemilu tradisional, proses penghitungan suara sering kali diselimuti oleh ketidakjel asan
dan potensi manipulasi, yang dapat merusak integritas pemilu dan menyebabkan
ketidakpercayaan publik terhadap hasilnya. Oleh karena itu, peningkatan transparansi menjadi
sangat krusial untuk mewujudkan pemilu yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penelitian kedua mengungkapkan bahwa blockchain, sebagai teknologi yang digunakan dalam
sistem e-voting, memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi dengan cara yang
signifikan. Blockchain bekerja dengan mencatat setiap transaksi (dalam hal ini, setiap suara
yang diberikan) dalam sebuah ledger terdesentralisasi yang dapat diakses oleh semua pihak
yang terlibat, namun tidak dapat diubah setelah tercatat.

Keunggulan transparansi blockchain terletak pada sifat desentralisasi teknologi ini.
Dalam sistem blockchain, data disimpan di banyak node yang tersebar di seluruh jaringan, yang
menghilangkan ketergantungan pada satu titik pusat kendali. Dengan demikian, tidak ada pihak
tunggal yang dapat memanipulasi atau mengubah data tanpa diketahui oleh seluruh jaringan.
Hal ini memberikan jaminan bahwa hasil pemiluyang tercatat dalam blockchain adalah akurat
dan sah, karena setiap suara yang diberikan oleh pemilih tercatat secara permanen dan
transparan. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian kedua, penggunaan blockchain
memungkinkan proses verifikasi suara dilakukan dengan mudah oleh pihak yang berwenang
dan bahkan oleh masyarakat umum. Setiap suara yang diberikan dapat dilacak tanpa
mengorbankan kerahasiaan identitas pemilih, menjadikan sistem ini lebih terbuka dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut, transparansi yang ditawarkan oleh blockchain membantu mengurangi
potensi kecurangan dalam perhitungan suara. Dalam sistem pemilu konvensional, sering kali
terdapat ketidakjelasan mengenai bagaimana suara dihitung, apakah ada kesalahan dalam
pencatatan, atau bahkan apakah ada pihak yang mencoba memanipulasi hasil perhitungan.
Dengan blockchain, setiap blok data yang berisi suara tercatat secara otomatis, dan setiap
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perubahan yang terjadi pada sistem akan langsung terdeteksi oleh jaringan. Proses ini tidak
hanya meningkatkan akurasi penghitungan suara, tetapi juga memungkinkan adanya audit yang
lebih mudah dan cepat. Sebagai contoh, jikaterdapat pihak yang mencoba merubah hasil suara
atau melakukan tindakan kecurangan lainnya, hal itu akan langsung terlihat dalam sistem
karena data yang telah dicatat dalam blockchain bersifat permanen dan tidak bisa dimanipulasi
tanpa meninggalkan jejak.

Penggunaan blockchain juga mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga dalam proses
verifikasi dan perhitungan suara. Dalam sistem pemilu konvensional, banyak pihak yang
terlibat dalam penghitungan suara dan verifikasi hasilnya, yang terkadang dapat menyebabkan
keraguan mengenai keakuratan hasil tersebut. Namun, dengan blockchain, karena seluruh data
tercatat dalam satu sistem yang dapat diakses oleh semua pihak, transparansi meningkat secara
signifikan. Selain itu, sifat desentralisasi yang dimiliki blockchain memastikan bahwa tidak
ada pihak yang dapat secara sepihak mengubah atau mengontrol hasil pemilu. Dengan kata
lain, blockchain menjamin bahwa semua suara yang diberikan dihitung dengan cara yang adil
dan transparan, sehingga mengurangi peluang adanya manipulasi atau kecurangan yang dapat
merusak kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Sebagaimana disebutkan dalam penelitian kedua, penggunaan blockchain dalam pemilu
dapat membangun kepercayaan lebih besar di kalangan pemilih. Pemilih akan merasa lebih
yakin bahwa suara mereka tercatat dengan benar dan bahwa hasil pemilu tidak dapat
dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu. Ketika proses pemilu dilakukan dengan cara yang
transparan, masyarakat akan lebih mudah menerima hasil pemilu meskipun ada
ketidaksepakatan terhadap pemenang. Oleh karena itu, penerapan sistem e-voting berbasis
blockchain tidak hanya menjamin keakuratan dan keadilan dalam pemilu, tetapi juga
meningkatkan rasa kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.
Transparansi yang ditawarkan oleh blockchain berpotensi untuk mengubah cara pemilu
dilaksanakan, menciptakan sistem pemilihan yang lebih terbuka, akuntabel, dan dapat
dipertanggungjawabkan di masa depan.

Tantangan dan Kesiapan Infrastruktur dalam Implementasi E-Voting Berbasis
Blockchain

Meskipun penggunaan sistem e-voting berbasis blockchain menawarkan banyak
keuntungan, terutama dalam hal keamanan, transparansi, dan akuntabilitas, penerapan
teknologi ini juga menghadirkan tantangan yang signifikan. Penelitian ketiga menyoroti bahwa
salah satu tantangan terbesar dalam implementasi e-voting berbasis blockchain adalah kesiapan
infrastruktur, baik dari sisi teknologi maupun sumber daya manusia. Untuk menjalankan sistem
e-voting berbasis blockchain yang efektif, diperlukan infrastruktur yang memadai, yang
mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan konektivitas yang stabil di seluruh wilayah,
termasuk daerah terpencil. Tanpa infrastruktur yang kuat dan andal, sistem e-voting berbasis
blockchain bisa terhambat, bahkan gagal dalam menjalankan fungsinya dengan optimal.

Salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan adalah ketersediaan anggaran yang
cukup untuk membangun dan memelihara infrastruktur yang diperlukan. Penerapan sistem
berbasis blockchain memerlukan investasi awal yang signifikan, baik untuk pengadaan
perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai, maupun untuk memastikan jaringan internet
yang stabil dan dapat diakses oleh semua pemilih, terutama di daerah yang memiliki
keterbatasan akses teknologi. Infrastruktur yang tidak memadai dapat mengganggu kelancaran
proses pemilu, seperti kesulitan dalam mengakses sistem atau kegagalan dalam penghitungan
suara. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk mengimplementasikan sistem e-voting
berbasis blockchain, perlu dilakukan evaluasi kesiapan daerah secara menyeluruh, baik dari
segi anggaran, teknologi, maupun sumber daya manusia yang akan mendukungnya.
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Selain itu, kesiapan sumber daya manusia yang terlatih juga menjadi tantangan besar
dalam menerapkan sistem e-voting berbasis blockchain. Teknologi blockchain, meskipun
menjanjikan banyak manfaat, masih merupakan teknologi yang relatif baru dan memerlukan
pemahaman yang mendalam untuk implementasinya. Oleh karena itu, pelatihan dan
pendidikan bagi petugas yang akan mengelola sistem ini sangat penting. Penelitian ini
menggarisbawahi bahwa KPU (Komisi Pemilihan Umum) perlu bekerja sama dengan pihak
ketiga yang memiliki keahlian dalam teknologi blockchain pada tahap awal implementasi.
Kerja sama ini akan memastikan bahwa sistem yang dibangun berjalan dengan baik dan sesuai
dengan harapan, serta meminimalkan risiko kesalahan teknis yang dapat mengganggu jalannya
pemilu.

Setelah sistem berjalan dengan lancar, KPU dapat mulai mengembangkan kapabilitas
internalnya untuk mengelola dan memelihara sistem e-voting berbasis blockchain secara
mandiri dalam jangka panjang. Namun, untuk mencapai hal ini, persiapan yang matang pada
tahap awal sangat diperlukan. Salah satu cara untuk memastikan kesiapan sistem adalah dengan
melakukan uji coba pada skala kecil sebelum implementasi penuh, sehingga setiap potensi
masalah dapat teridentifikasi dan diselesaikan lebih awal. Uji coba ini akan membantu menilai
apakah sistem blockchain dapat berfungsi dengan baik dalam kondisi nyata dan apakah
infrastruktur yang ada cukup untuk mendukungnya.

Tak hanya kesiapan teknologi, faktor sosial dan budaya juga perlu dipertimbangkan. Di
beberapa wilayah, masyarakat mungkin belum sepenuhnya familiar dengan teknologi
blockchain atau sistem e-voting, yang bisa menghambat adopsi sistem ini. Edukasi dan
sosialisasi yang efektif kepada masyarakat dan pemilih juga menjadi hal yang tak kalah penting
untuk memastikan bahwa mereka dapat menggunakan sistem ini dengan percaya diri dan tanpa
rasa khawatir. Penelitian ini juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik
terhadap sistem e-voting, terutama dalam hal keamanan dan privasi data, yang sering kali
menjadi isu sensitif dalam penerapan teknologi baru.

Secara keseluruhan, meskipun e-voting berbasis blockchain menawarkan banyak potensi
untuk meningkatkan integritas dan transparansi pemilu, tantangan terkait kesiapan infrastruktur
dan sumber daya manusiatidak boleh diabaikan. Evaluasi kesiapan yang matang dan persiapan
yang tepat sangat diperlukan agar implementasi sistem ini dapat berjalan dengan sukses. Oleh
karena itu, penting bagi KPU dan pihak terkait lainnya untuk melakukan perencanaan yang
cermat, melibatkan para ahli di bidang teknologi blockchain, dan memastikan adanya
dukungan anggaran serta infrastruktur yang memadai untuk mendukung penerapan e-voting
berbasis blockchain yang efektif dan efisien.

Dampak Sosialisasi dan Pendidikan Masyarakat dalam Penerapan E-Voting Berbasis
Blockchain

Penerapan teknologi blockchain dalam sistem e-voting memang menawarkan potensi
besar dalam meningkatkan keamanan, transparansi, dan integritas pemilu. Namun, meskipun
teknologi ini dapat memperbaiki banyak aspek dalam pemilu, tidak dapat dipungkiri bahwa
tantangan terbesar dalam implementasinya adalah pemahaman dan penerimaan masyarakat.
Penelitian ketiga menyoroti bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam penggunaan sistem e-
voting berbasis blockchain, penting untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan yang
memadai kepada masyarakat. Banyak orang, terutama di daerah yang belum terbiasa dengan
teknologi tinggi, mungkin merasa ragu atau khawatir tentang penerapan sistem ini karena
kurangnya pemahaman mengenai cara kerja teknologi blockchain dan bagaimana hal itu dapat
mempengaruhi proses pemilu.

Sosialisasi yang tepat sangat diperlukan untuk mengatasi ketakutan dan ketidakpahaman
tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan bahwa sosialisasi kepada
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masyarakat perlu dilakukan jauh sebelum pemilu dilaksanakan, dengan waktu yang ideal
sekitar satu tahun sebelumnya. Dengan waktu yang cukup, masyarakat akan memiliki
kesempatan untuk mempelajari dan memahami sistem e-voting berbasis blockchain secara
lebih mendalam. Sosialisasi ini tidak hanya mencakup penjelasan mengenai cara kerja sistem
e-voting itu sendiri, tetapi juga mengenai manfaat utama dari penggunaan teknologi
blockchain, seperti peningkatan keamanan dan transparansi dalam pemilu. Dengan
memberikan penjelasan yang jelas dan mendetail tentang bagaimana blockchain dapat
mencegah kecurangan dan memastikan setiap suara dihitung dengan benar, masyarakat
diharapkan dapat memahami bahwa teknologi ini dirancang untuk melindungi kepentingan
mereka sebagai pemilih.

Pendidikan yang diberikan kepada masyarakat juga harus melibatkan berbagai
pendekatan, mulai dari kampanye melalui media massa, seminar, pelatihan, hingga penyuluhan
langsung kepada kelompok-kelompok masyarakat di tingkat lokal. Penting untuk memastikan
bahwa informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh berbagai kalangan, termasuk yang
belum memiliki pengetahuan mendalam tentang teknologi. Oleh karena itu, penyuluhan dan
materi edukasi harus disajikan dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, tanpa
jargon teknis yang membingungkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat
merasa nyaman dan percaya diri dalam menggunakan sistem e-voting saat pemilu nanti.
Sosialisasi yang efektif juga dapat membantu membangun kepercayaan publik terhadap sistem
baru ini, mengingat salah satu hambatan terbesar dalam penerimaan teknologi baru adalah
ketidakpastian dan ketidakpercayaan.

Selain itu, sosialisasi yang dilakukan olen KPU dan lembaga terkait juga harus
menyentuh isu-isu yang lebih luas, seperti jaminan keamanan data dan privasi pemilih.
Masyarakat sering kali khawatir tentang bagaimana data mereka akan digunakan dalam sistem
e-voting, terutama dengan adanya potensi penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu,
penting bagi pihak penyelenggara pemilu untuk memberikan jaminan yang jelas dan transparan
mengenai perlindungan data dan langkah-langkah yang diambil untuk menjaga kerahasiaan
serta keamanan informasi pribadi pemilih. Dengan adanya jaminan yang kuat dan penjelasan
yang transparan, masyarakat akan merasa lebih aman dan yakin untuk menggunakan teknologi
blockchain dalam pemilu.

Pentingnya sosialisasi dan pendidikan masyarakat juga terlihat pada kesiapan masyarakat
untuk berpartisipasi dalam pemilu berbasis blockchain. Masyarakat yang sudah memahami
teknologi blockchain dan cara kerja sistem e-voting akan lebih siap dan lebih percaya diri
dalam menggunakan sistem ini. Sebaliknya, jika sosialisasi dilakukan terburu-buru atau tidak
cukup menyeluruh, bisa saja terjadi ketidakpercayaan atau bahkan penolakan terhadap sistem
e-voting, yang pada akhirnya dapat merugikan proses demokrasi. Penelitian ini menunjukkan
bahwa apabila sosialisasi dan pendidikan dilakukan dengan baik, masyarakat akan lebih siap
untuk beradaptasi dengan sistem yang baru, dan ini akan meningkatkan tingkat partisipasi
pemilih dalam pemilu.

Secara keseluruhan, dampak dari sosialisasi dan pendidikan masyarakat terhadap
keberhasilan implementasi sistem e-voting berbasis blockchain sangat besar. Masyarakat yang
teredukasi dengan baik akan lebih menerima dan mempercayai teknologi baru ini, sehingga
proses pemilu dapat berjalan dengan lancar dan transparan. KPU dan lembaga penyelenggara
pemilu harus memprioritaskan sosialisasi yang intensif dan menyeluruh, yang tidak hanya
memberikan informasi tentang bagaimana sistem bekerja, tetapi juga mengatasi kekhawatiran
masyarakat mengenai keamanan, privasi, dan integritas pemilu. Dengan demikian, penerapan
sistem e-voting berbasis blockchain dapat berjalan sukses dan mendapatkan dukungan penuh
dari masyarakat.
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Regulasi dan Pengembangan Sistem yang Berkelanjutan dalam Implementasi E-Voting
Berbasis Blockchain

Dalam rangka mewujudkan sistem e-voting berbasis blockchain yang efektif dan dapat
diterima oleh masyarakat, salah satu faktor kunci yang perlu diperhatikan adalah
pengembangan regulasi yang jelas, terstruktur, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Penelitian pertama dan ketiga menggarisbawahi pentingnya adanya regulasi yang mendukung
penerapan sistem e-voting berbasis blockchain, serta pedoman teknis yang jelas dalam setiap
tahap pelaksanaan pemilu. Regulasi ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari
perlindungan data pribadi pemilih hingga prosedur teknis yang terkait dengan penyelenggaraan
pemilu. Perlindungan data pribadi menjadi isu yang sangat sensitif, mengingat banyaknya
informasi yang terlibat dalam proses pemilu, dan blockchain dengan kemampuan untuk
memberikan keamanan tinggi melalui enkripsi diharapkan dapat menjaga kerahasiaan tersebut.
Oleh karena itu, regulasi yang mengatur pemanfaatan blockchain dalam e-voting harus
mencakup kebijakan yang jelas mengenai hak privasi pemilih dan cara pengelolaan data pribadi
yang aman.

Selain itu, penelitian pertama juga menekankan bahwa regulasi harus mencakup
pedoman teknis yang menggambarkan bagaimana setiap langkah dalam pelaksanaan pemilu
berbasis blockchain dilakukan. Misalnya, prosedur pendaftaran pemilih, proses pemungutan
suara, dan penghitungan suara harus memiliki standar teknis yang jelas untuk memastikan
bahwa seluruh proses berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks ini,
regulasi yang ada harus memperhitungkan kemungkinan masalah teknis yang mungkin
muncul, seperti gangguan server atau serangan siber, dan menyediakan solusi yang tepat.
Dalam sistem e-voting berbasis blockchain, di mana seluruh transaksi atau suara dicatat dalam
jaringan terdesentralisasi, standar teknis yang jelas akan memudahkan petugas pemilu dan
peserta untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan menghindari potensi pelanggaran.

Selainregulasi yang kuat, penelitian ketiga juga menyoroti pentingnya uji coba atau pilot
project sebagai langkah krusial dalam implementasi sistem e-voting berbasis blockchain.
Sebelum diterapkan pada pemilu yang sesungguhnya, sangat penting untuk menguji sistem
terlebih dahulu dalam skala kecil untuk memastikan bahwa sistem tersebut dapat berjalan
dengan lancar dan tidak menimbulkan masalah teknis yang dapat mengganggu jalannya
pemilu. Uji coba ini juga akan memberikan kesempatan untuk mengevaluasi seberapa efektif
sistem ini dalam mengatasi potensi masalah seperti aksesibilitas, kecepatan penghitungan
suara, dan akurasi hasil. Pilot project ini juga memungkinkan untuk mengidentifikasi dan
memperbaiki kekurangan yang ada pada sistem, serta memperkenalkan teknologi ini secara
bertahap kepada masyarakat, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian atau ketakutan
terhadap sistem baru.

Selain uji coba, pengembangan sistem yang berkelanjutan juga sangat penting untuk
memastikan bahwa sistem e-voting berbasis blockchain tetap relevan dan efisien dalam jangka
panjang. Dalam hal ini, sistem harus terus diperbarui dan ditingkatkan berdasarkan pengalaman
dan evaluasi yang dilakukan pasca-pemilu. Dengan adanya feedback dari berbagai pihak yang
terlibat dalam pemilu, termasuk penyelenggara, pemilih, dan pihak terkait lainnya, sistem dapat
diperbaiki dan disesuaikan untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan.
Misalnya, regulasi dan prosedur pelaksanaan pemilu berbasis blockchain harus selalu
menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada, seperti penerapan algoritma enkripsi
yang lebih canggih atau penggunaan teknologi terbaru untuk meningkatkan kecepatan dan
akurasi sistem.

Selain itu, pengembangan sistem yang berkelanjutan juga mencakup penyesuaian
terhadap kebijakan dan regulasi yang dapat berubah seiring waktu. Perubahan dalam undang-
undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemilu perlu dipertimbangkan dalam
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desain dan implementasi sistem e-voting berbasis blockchain. Oleh karena itu, penting bagi
pihak yang berwenang, seperti KPU dan lembaga terkait, untuk bekerja sama dengan ahli
teknologi blockchain dan pihak yang berkompeten dalam bidang hukum untuk memastikan
bahwa regulasi dan sistem tetap sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku. Dalam hal
ini, pengembangan yang berkelanjutan juga memerlukan adanya kolaborasi antara berbagai
pihak, termasuk pemerintah, pengembang teknologi, dan masyarakat, untuk menciptakan
sistem yang lebih baik dan lebih aman bagi pemilu di masa depan.

Dengan demikian, regulasi yang jelas dan pengembangan sistem yang berkelanjutan
merupakan elemen penting dalam implementasi e-voting berbasis blockchain yang efektif.
Tanpa adanya regulasi yang jelas dan uji coba yang matang, risiko kegagalan atau
ketidakberhasilan dalam penerapan sistem ini akan lebih tinggi. Sebaliknya, dengan adanya
pengembangan sistem yang berkelanjutan dan evaluasi yang terus-menerus, sistem e-voting
berbasis blockchain dapat menjadi solusi yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas
pemilu, memastikan kepercayaan publik, serta menjaga integritas dan transparansi pemilu di
masa depan.

Jangka Pendek dan Jangka Panjang dalam Implementasi E-Voting Berbasis Blockchain

Implementasi sistem e-voting berbasis blockchain merupakan langkah besar yang
memerlukan perencanaan matang dalam jangka pendek dan jangka panjang. Penelitian ketiga
membahas bagaimana strategi implementasi ini perlu dibedakan sesuai dengan tahapan waktu
yang berbeda, yang memungkinkan keberhasilan implementasi secara bertahap dan
berkelanjutan. Dalam jangka pendek, KPU (Komisi Pemilihan Umum) disarankan untuk
menjalin kemitraan dengan pihak ketiga yang sudah berpengalaman dalam mengelola dan
mengimplementasikan teknologi blockchain. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkenalkan
teknologi blockchain dalam konteks e-voting secara efektif, serta memastikan bahwa sistem
yang digunakan sudah teruji dan dapat berjalan dengan baik meskipun masih dalam tahap awal.

Kolaborasi dengan pihak ketiga yang berkompeten sangat penting dalam jangka pendek,
karena KPU dan lembaga terkait mungkin belum memiliki kapasitas internal yang cukup untuk
menangani implementasi sistem blockchain yang kompleks ini. Pihak ketiga yang
berpengalaman, seperti penyedia solusi teknologi atau konsultan blockchain, dapat
memberikan dukungan teknis yang diperlukan, mulai dari perancangan sistem hingga
pemeliharaan teknisnya. Keahlian mereka akan membantu mempercepat proses adopsi
teknologi blockchain oleh KPU, mengurangi potensi risiko kegagalan teknis, serta
meminimalkan kesalahan dalam penerapan sistem. Selain itu, pada tahap ini, uji coba atau pilot
project yang melibatkan beberapa wilayah atau skala kecil perlu dilakukan untuk
mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul serta mengevaluasi efektivitas sistem secara
menyeluruh sebelum diterapkan di seluruh wilayah.

Di sisi lain, dalam jangka panjang, KPU diharapkan dapat mengelola dan
mengoperasikan sistem e-voting berbasis blockchain secara mandiri, tanpa terlalu bergantung
pada pihak ketiga. Untuk mencapai hal ini, KPU perlu mempersiapkan infrastruktur yang lebih
kuat dan lebih handal, yang mencakup pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak
yang lebih maju. Kesiapan infrastruktur ini mencakup tidak hanya sistem teknologi, tetapi juga
kesiapan sistem komunikasi dan jaringan yang dapat mendukung sistem e-voting berbasis
blockchain di seluruh wilayah pemilu. Salah satu aspek penting dalam jangka panjang adalah
memastikan bahwa sistem e-voting dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang
pesat, sehingga tetap relevan dan dapat digunakan dengan efisien dalam beberapa dekade ke
depan.

Selain itu, dalam jangka panjang, pengembangan regulasi yang lebih matang juga
menjadi kunci untuk memastikan kelancaran implementasi e-voting berbasis blockchain.
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Regulasi yang mengatur pemilu berbasis blockchain perlu diperbarui secara berkala untuk
mengikuti perubahan dalam teknologi serta kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat.
KPU harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait lainnya, seperti lembaga legislatif
dan pihak keamanan, untuk membentuk kebijakan yang memastikan sistem ini tetap aman,
adil, dan transparan. Sistem hukum yang jelas mengenai perlindungan data, hak pemilih, dan
akuntabilitas pemilu harus menjadi bagian integral dari regulasi ini.

Selanjutnya, aspek penting lainnya dalam jangka panjang adalah pengembangan dan
pelatihan sumber daya manusia. KPU harus memiliki staf yang terlatih dan berkompeten dalam
mengelola sistem e-voting berbasis blockchain. Pendidikan dan pelatihan terkait teknologi
blockchain harus diperkenalkan pada level administrasi yang lebih luas di dalam KPU dan
lembaga terkait lainnya. Dengan meningkatkan keterampilan dan keahlian teknis di tingkat
internal, KPU akan lebih siap dalam mengelola sistem ini secara mandiri dan mengatasi
masalah yang mungkin timbul di masa depan.

Dalam kesimpulannya, perbedaan antara implementasi e-voting berbasis blockchain
dalam jangka pendek dan jangka panjang mencerminkan perbedaan dalam kesiapan teknologi,
infrastruktur, regulasi, dan sumber daya manusia. Dalam jangka pendek, KPU membutuhkan
dukungan eksternal untuk memperkenalkan dan mengimplementasikan sistem ini, sedangkan
dalam jangka panjang, KPU diharapkan dapat mengelola sistem secara mandiri dengan
dukungan dari infrastruktur yang lebih kuat dan regulasi yang lebih matang. Kedua tahapan ini
harus berjalan secara paralel dan saling mendukung untuk memastikan bahwa sistem e-voting
berbasis blockchain dapat diimplementasikan dengan sukses dan dapat berfungsi dengan
optimal dalam pemilu yang akan datang

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari ketiga penelitian yang telah dibahas, dapat disimpulkan
bahwa implementasi sistem e-voting berbasis blockchain memiliki potensi besar untuk
meningkatkan keamanan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pemilu. Teknologi
blockchain, dengan sifat desentralisasi dan enkripsi yang kuat, mampu mengurangi risiko
kecurangan dan manipulasi data yang sering kali menjadi kekhawatiran utama dalam sistem
pemilu konvensional. Dengan memastikan bahwa setiap suara tercatat secara permanen dalam
ledger yang terdesentralisasi, blockchain meningkatkan integritas hasil pemilu dan
memberikan jaminan bagi pemilih bahwa suara mereka dihitung dengan benar tanpa campur
tangan pihak manapun. Transparansi yang ditawarkan oleh teknologi ini juga memungkinkan
semua pihak yang terlibat dalam pemilu, mulai dari pemilih hingga pengawas, untuk
memverifikasi proses penghitungan suara dengan mudah. Hal ini tentunya dapat membangun
kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, yang selama ini kerap kali terhambat oleh
ketidakjelasan dalam sistem penghitungan suara yang berlaku.

Namun, meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi e-voting berbasis blockchain
tidak terlepas dari tantangan yang perlu diatasi, terutamadalam hal kesiapan infrastruktur dan
sumber daya manusia. Infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk perangkat keras dan
perangkat lunak yang mendukung sistem blockchain, sangat penting untuk kelancaran
penerapan sistem ini. Ketersediaan anggaran, konektivitas yang stabil, serta kesiapan SDM
yang terlatih juga menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi. Oleh karena itu, KPU
harus melakukan evaluasi kesiapan daerah sebelum meluncurkan sistem ini dalam skala besar,
serta bekerja sama dengan pihak ketiga yang berkompeten dalam teknologi blockchain,
setidaknya pada tahap awal implementasi. Pengembangan regulasi yang jelas dan terstruktur
juga menjadi hal yang tidak kalah penting, mengingat adanya kebutuhan untuk memastikan
bahwa semua aspek teknis, hukum, dan perlindungan data pribadi pemilih dapat terjaga dengan
baik.

Dalam jangka panjang, sistem e-voting berbasis blockchain diharapkan dapat dikelola
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secaramandiri oleh KPU, dengan dukungan infrastruktur yang lebih kuat dan sistem yang lebih
terintegrasi. Oleh karena itu, selain bekerja sama dengan pihak ketiga, KPU perlu fokus pada
pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan siap menghadapi tantangan teknologi
yang terus berkembang. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan teknologi
blockchain juga sangat penting untuk memastikan partisipasi aktif dan pemahamanyang lebih
baik mengenai cara kerja sistem ini, sehingga masyarakat dapat lebih percaya dan merasa
nyaman menggunakan teknologi baru ini dalam proses pemilu.

Akhirnya, keberhasilan implementasi sistem e-voting berbasis blockchain tidak hanya
bergantung pada teknologi itu sendiri, tetapi juga pada kesiapan institusi yang terlibat, baik
dalam hal regulasi, infrastruktur, maupun edukasi kepada masyarakat. Dengan perencanaan
yang matang, uji coba yang menyeluruh, dan evaluasi yang berkelanjutan, sistem ini berpotensi
besar untuk membawa perubahan positif dalam cara kita melaksanakan pemilu, memberikan
hasil yang lebih adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan
acuan untuk memaksimalkan implementasi sistem e-voting berbasis blockchain dalam pemilu
di masa depan. Pertama, penting bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan
evaluasi kesiapan infrastruktur secara menyeluruh sebelum implementasi sistem e-voting. Hal
ini mencakup penilaian terhadap kestabilan jaringan internet, kesiapan perangkat keras dan
perangkat lunak, serta ketersediaan sumber daya manusiayang terlatih. Infrastruktur yang kuat
dan handal adalah fondasi utama agar sistem blockchain dapat berjalan dengan lancar, tanpa
gangguan teknis yang dapat merugikan kelancaran pemilu. Selain itu, memastikan adanya
konektivitas yang stabil di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, akan sangat mendukung
keberhasilan sistem ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan investasi besar-besaran pada
pembangunan infrastruktur teknologi di seluruh daerah.

Kedua, terkait dengan regulasi, disarankan agar pemerintah bersama dengan KPU segera
mengembangkan regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai pelaksanaan sistem e-voting
berbasis blockchain. Regulasi ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan data
pribadi pemilih hingga prosedur teknis yang harus diikuti dalam pelaksanaan pemilu berbasis
blockchain. Tanpa adanya regulasi yang terstruktur, implementasi sistem ini bisa menimbulkan
kebingungan dan potensi konflik di kemudian hari. Untuk itu, penting agar pemerintah
merumuskan pedoman yang mengatur seluruh tahapan pemilu berbasis blockchain dengan
detail, sehingga seluruh proses dapat dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

Ketiga, pentingnya sosialisasi kepada masyarakat tentang teknologi blockchain dan cara
kerja sistem e-voting. Sosialisasi yang dilakukan KPU harus dilakukan dengan intensif dan
pada waktu yang cukup panjang, setidaknya satu tahun sebelum pemilu dilaksanakan. Hal ini
untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang cukup mengenai manfaat dan
mekanisme sistem e-voting berbasis blockchain, serta membangun kepercayaan publik
terhadap sistem ini. Melalui program edukasi dan pelatihan yang menyeluruh, masyarakat akan
merasa lebih siap untuk berpartisipasi dalam pemilu tanpa adanya rasa ragu atau khawatir
mengenai kerahasiaan dan keamanan suara mereka.

Selanjutnya, penting untuk melakukan uji coba atau pilot project dalam skala terbatas
sebelum sistem ini diterapkan pada pemilu yang sesungguhnya. Uji coba ini bertujuan untuk
mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah teknis yang mungkin terjadi, serta
mengevaluasi seberapa baik sistem e-voting berbasis blockchain dapat dioperasikan dalam
kondisi nyata. Setelah pilot project berhasil, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk
memperbaiki sistem berdasarkan hasil uji coba tersebut sebelum implementasi dalam skala
besar.

Terakhir, untuk jangka panjang, KPU harus fokus pada pengembangan kapasitas internal
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dalam mengelola dan mengoperasikan sistem e-voting berbasis blockchain secara mandiri.
Meskipun kolaborasi dengan pihak ketiga sangat penting pada tahap awal, namun untuk
keberlanjutan jangka panjang, KPU perlu membangun tim yang berkompeten dalam bidang
teknologi blockchain dan pemilu digital. Pelatihan dan pengembangan keterampilan yang
berkelanjutan bagi pegawai KPU akan membantu memastikan bahwa sistem ini dapat dikelola
dengan baik tanpa ketergantungan pada pihak eksternal
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